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ABSTRAK

Megara Kesatuan Republik Indonesia { NERI ) terdiri ats banvak daerah
dengan memiliki keberagaman potensi sumber daya di masing-masing daerahnya.
Setiap daerah tersebut diberikan hak otonomi dan wewenang untuk mengelola
sumber daya tersebut sesuai dengan kebutuhannya, Kansep dasar otonomi adalah
pagaimana menjadikan keberagaman potensi vang ada terschut menjadi akiyal
berdasarkan karya dan prakarsa masyarakat, Otonomi adalah sebagal perwujudan
dari asas descntralisasi. Dalam UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun
1945 terdapat pasal vang mengatur tentang penvelengparaan descenrralisasi Jf
Indonesia, yang mengamanatkan lentang penpaturan Pemeriotah Daerah. Maka
dari itu dibentuklah  Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang
Pemenntaban Daerah. Undang-Undang ini menganut prinsip otonomi daerah
seluas-luasnya kecuali wrusan pemerintahan vang *erdapal dalam pasal 10,
Otonomi vang scluas-luasnya tersebul termasuk disini dalam hal penpelolasan
Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD memiliki berbagai macam sumber, salah
satunya adalah bersumber dar Retribusi lzin Mendirikan Bangunan vang lehih
dikenal dengan IMB. Hakikat tujuan IMB ini adalah selain untuk pemasukan
kedalam kas pemerintah, juga bertujuan untuk penatzan dan pengaturan fisik serta
alokasi banpunan yang sesuai dengan peruntukannya. IMB memiliki arli vang
penting. Di Kabupaten Sijunjung contohnya masih ada bangunan  khususnya
rumah vang berdirl tanpa izin, Untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tak
diinginkan, maka Pemerintah Kabupaten Sijunjung menerbitkan suaty Peraturan
Dacrah nomor 4 Tahun 1999 Tentang Retribusi izin Mendirikan Bangunan,
Berdasarkan uraian diatas vang menjadi perumusan masalah adalah, bagaimana
pelaksanaan  pemberian Izin  Mendirikan Bangunan rumah di  Kabupaten
Sijunjung?, Kontribusi retribusi Tein Mendirikan Bangunan dalam rangka
menunjang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sijunjung?, dan apa kendala yang
diternui dalam pelaksanaan pemungutan retribusi Tzin Mendirkan Bangunan
rumah, serta langkah-langkab apa vang diambil untuk mengatasi permasalahan
tersebut?. Adapun metode vang penulis gunakan dalam penclitian ini adalah
yuridis empiris. Dari hasil penelitian tersebut maka  akan dapat diketahui
bagaimana pelaksanaan retribusi izin mendirikan bangunan yvang terus mengalami
kemajuan, wvang mana hal ini berfujuan untuk memberikan pelavanan vang
termuidah kepada masyarakat Kontribusi IMB dalam menunjang PAD Kabupaten
Sijunjung relatif keeil. namun tetap berpengarul terhadap besamya jumlah PAD
Kabupaten Sijunjung. Dalam melakukan pemungutan retibusi [MI tersebut
kendala vang dihadapi olch pemerintah adalah masih engranya masyvarakat untuk
mengurus retribust IMB nya, karena belum paham dan Mengerti arti penting
retribusi IMB i, Untuk mengatasi masalah yang demikian maka Pemerinh
melakukan Sosialisasi dan twrun kelapangan vang dilakukan minimal | kali
setahun.



BARI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Dasar Nepara Republik Indonesia Tahun 1945
Pasul 18 avat (1) disebutkan bahwa MNegara Kesatuan Republik Indonesia di bagi
alas daerah-daerah Propinsi, dan dacrah Propinsi it lagi di bagi atas
KabupatenvFota, yang tiap-tiap Propinsi, Kabupaten, dan Kota jlu mempunyai
Pemerintah  Daerah vang diahwr dengan Undang-Undang, dan  selanjuinya
Pemerintah Propinsi, Daecrah Kabupaten, dan Kota, mengatur dan mengurus
sendiri. uwrusan pemenntahannya  menurul  opses-asas olonomi dan fugas
pembantuan.

lika kita lihat secara geoprafis, wilayah Indonesia merupakan wilayah yang
sangatl luas dengan potensi kekayaan alam vang beraneka agam. Oleh karena itg
diperlukan hal-hal yang bersifat mengatur. membina, mengembangkan dan
memanfaatkan sumber daya alam terschut untuk meningkatkan pembanpunan
pada daerah tersebul. Namun pada kenvalaannya, model pemenntah daerah samt
il tidak mampu mengembangkan sumber daya alam tersebut untuk kepentingan
daerahnya, karena dominasi pemerintah pusal yang sangat kuat (sentralistik),
sehingea pemerintah di daerah tidak memiliki otonomi yang kuat dalam

penpuasaan dan pemanfaatannya’

P Svahda Guruh LS, Menimbarg otomami FS Federad, Remaja Rosdakarva, Bandung,
2000, hlm 14,



Sehubungan dengan ketentuan distas, maka lahirlah Undang-Undang
Otonomi Daerah pertama vang di Undangkan pada tanggal 23 Juli 1974, yakni
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, yvang kemudian di gant dengan Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1999, Namun dengan seiring berjalannya waktu,
praktek penyelenggarsan pemerintah dacrah pada masa itu temyata masih ban vak
vang perlu di perbaiki bila dikaitkan dengan yuridis  scperti Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 33
Tahun 2004 tentang Perimbanpan Kevanpan Antara Pemerinizh Pusat dan
Daerah.

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 vang di
Undangkan pada tanggal 15 Oktober 2004, merupakan pengganti dari Lindang-
Undang MNomor 22 Tahun 1999, scbapaimana diamanatkan dalam Pasal 239
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut, berkenan dengan rumah tangga
dacrah menpgalami banyak perubahan, yang dischabkan adanva nuansa baru seak
diberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut. Pada Undang-
Undang MNomor 32 menganut prinsip olonomi yang seluas-luasnya, sedangkan
pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, sistem yang dianut adalah luas,
nyaty, dan bertangpung jawah,

Untuk pelaksanaan otonomi dan tugas pembantuan, dalam Undang-Undang
Momor 32 Tahun 2004 ini, jupa diberikan kewenangan dan hak kepada
pemerintah daerah untuk menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan lainnya,
tuna mengurus dan menjalankan hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan

pemerintah daerah.
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BADR IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

-

Prosedur pengajuan [MB di Kabupaten Sijunjung dar waktn ke wakte
terus mengalami perubahan hal ini bertujuan untuk memberikan pelayanan
vang termudah kepada masyarakat onmk melakukan pengurusan [IMB
tersebut, yang mana sebelum tahun 2000, Retribusi IMB inj dipungut aleh
pemerintah  kabupaten (Bupati). Setelah  denpan  keluarnya  surat
pemberitahuan bupati nomor 973/A0/Dipenda-2000, maka pemLLngutan
retribusi IMB tersebut dilakukan olch pemerintah Kecamatan, khusus
untuk bangunan perumahan dibawah dua (2) tingkat.

Kontribusi dari IMB tersebut dalam menunjang PAD kKabupaten Sijunjung
relatif” kecil jika dibandingkan dan semua Jumlah penerimaan PAD
tersebut, namun lelap mempunyai pengaruh terhadap PAD tersebut, Upayva
untuk meningkatkan pemasukan kevangan dard retribusi ini menustol dua
hal yakni, perrama menciptakan  secara  kreatif kegiatan-kegiatan
pembangunan, khususnya perumahan, dan  kedug, meningkatkan
kemampuan dan sumber daya aparat pemerintah dalam pengelahannya,
Kurangnya kesadaran hukum dari si pemilik bangunan untuk MEnELIs
IMB merupakan salab satu dari sekian masalah/kendala vang dihadapi
oleh pemerintah untuk melakukan pemungutan terhadap reiribusi [MI
tersebut. Hal ini dapat menvebabkan terhambatnya pembangunan  di

daerah tersebul, karena untuk menyelengparakan daerah otonom tersebut
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